
  

 

   

 

            WALI KOTA BINJAI 

     PROVINSI SUMATERA UTARA 
 

 PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI 

            NOMOR 5 TAHUN 2023          
TENTANG 

PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA BINJAI, 

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan pendirian 
bangunan sesuai dengan tata ruang, pemenuhan standar 
teknis bangunan gedung, dan pemanfaatan bangunan 

gedung sesuai dengan fungsinya, perlu dilakukan 
pengendalian melalui pemberian Persetujuan Bangunan 
Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi; 

  b. bahwa untuk memberikan arahan, landasan dan kepastian 
hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pemberian 

persetujuan bangunan gedung, maka diperlukan 
pengaturan tentang Persetujuan Bangunan Gedung dan 
Sertifikat Laik Fungsi; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan  

Daerah tentang Persetujuan Bangunan Gedung dan 
Sertifikat Laik Fungsi; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
  2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1092); 
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856);                                             

   4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

5.Undang-Undang………. 

SALINAN 



  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan 

Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3322); 
   7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 
tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6628); 
  8. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2020 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai (Lembaran 

Daerah Kota Binjai Tahun 2020 Nomor 5); 
  9. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2021 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 
2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2021 
Nomor 2); 

 

 Dengan Persetujuan Bersama 

 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI 
 dan 

 WALI KOTA BINJAI 
             

 MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERSETUJUAN BANGUNAN 
GEDUNG DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI. 

               

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:  
1.  Daerah adalah Kota Binjai.    
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Wali Kota adalah Wali Kota Binjai. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah 

yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara 

Pemerintahan Daerah. 

 

6. Bangunan…….. 



6. Bangunan Gedung adalah wujud fisik pekerjaan konstruksi 

yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian 

atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah 

dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia 

melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat 

tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan 

sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. 

7. Bangunan Gedung Cagar Budaya yang selanjutnya 

disingkat BGCB adalah Bangunan Gedung yang sudah 

ditetapkan statusnya sebagai bangunan cagar budaya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan 

tentang cagar budaya. 

8. Prasarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan 

di dalam dan diluar bangunan gedung yang mendukung 

pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan gedung.    

9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah 

perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan 

terpadu satu pintu daerah.        

10. Dinas Teknis adalah perangkat daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

Bangunan Gedung. 

11. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat 

PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik 

Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, 

memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan 

Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. 

12. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya 

disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi 

Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan. 

13. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang 

selanjutnya     disingkat SIMBG adalah sistem elektronik 

berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses 

penyelenggaraan Bangunan Gedung disertai dengan 

informasi terkait Penyelengaraan Bangunan Gedung Baru. 

14. Penyelengaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan 

pembangunan yang meliputi perencanaan teknis dan 

pelaksanaan kontruksi, serta kegiatan pemanfaatan, 

pelestarian dan pembongkaran.  

15. Standar Teknis Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut 

Standar Teknis adalah acuan yang memuat ketentuan, 

kriteria, mutu, metode, dan/atau tata cara yang harus 

dipenuhi dalam proses penyelenggaraan Bangunan Gedung 

yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan 

Gedung. 

16. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik 

adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan 

diberikan tugas oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan 

inpeksi terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung. 

 

17. Pengkaji……… 



17. Pengkaji Teknis adalah orang perseorangan atau badan 

usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan 

hukum, yang mempunyai sertifikat kompentensi kerja 

kualifikasi ahli atau sertifikat badan usaha melaksanakan 

pengkajian teknis atas kelaikan fungsi Bangunan Gedung. 

18. Tim Profesi Ahli yang selanjutnya disingkat TPA adalah tim 

yang terdiri atas profesi ahli yang ditunjukkan oleh 

Pemerintah Daerah untuk memberikan pertimbangan 

teknis dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung. 

19. Tim Penilaian Teknis yang selanjutnya disingkat TPT adalah 

tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri atas 

instansi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk 

memberikan pertimbangan teknis dalam proses penilaian 

dokumen rencana teknis Bangunan Gedung serta 

pemeriksaan dokumen permohonan SLF. 

20. Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut pemilik 

adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau 

perkumpulan, yang menuruti hukum sah sebagai pemililk 

Bangunan Gedung. 

21. Pemohon adalah Pemilik Bangunan Gedung yang diberikan 

kuasa untuk mengajukan permohan penerbitan PBG dan 

SLF. 

22. Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis adalah standar 

yang harus dipenuhi untuk memperoleh PBG. 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 
 

Pasal 2 
(1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar 

Pemerintah Daerah dalam menerbitkan PBG dan SLF.     

(2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: 

a. penataan bangunan; 

b. pengendalian bangunan; 

c. kelaikan fungsi bangunan; 

d. legalitas hukum; dan 

e. efisien pelayanan. 

 

BAB III 

FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 3 

Bangunan Gedung ditetapkan berdasarkan 

a. fungsi Bangunan Gedung; dan 

b. klasifikasi Bangunan Gedung. 

 

 

 

Bagian…….. 

 



Bagian Kedua 

Fungsi Bangunan Gedung 

 

Paragraf 1 

Umum 

 
Pasal 4 

(1) Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 huruf a merupakan ketetapan pemenuhan Standar 

Teknis, yang ditinjau dari segi tata bangunan dan 

lingkungannya maupun kendala Bangunan Gedung. 

(2) Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi: 

a. fungsi hunian; 

b. fungsi keagamaan; 

c. fungsi usaha; 

d. fungsi sosial dan budaya; dan 

e. fungsi khusus. 

(3) Selain fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), fungsi Bangunan Gedung dapat berupa fungsi 

campuran. 

(4) Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) ditetapkan berdasarkan fungsi utama. 

(5) Penetapan fungsi utama sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) ditentukan berdasakan aktivitas yang diprioritaskan 

pada Bangunan Gedung. 

(6) Fungsi campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

terdiri dari lebih dari 1 (satu) fungsi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) yang dimiliki Bangunan Gedung. 

                                                                                                       

Paragraf 2 

Penetapan Fungsi Bangunan Gedung 

 

Pasal 5 

(1) Fungsi hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 

(2) huruf a mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal 

manusia. 

(2) Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

ayat (2) huruf b mempunyai fungsi utama sebagai tempat 

melakukan ibadah: 

(3) Fungsi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) 

huruf c mempunyai fungsi utama sebagai tempat 

melakukan kegiatan usaha. 

(4) Fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (2) huruf d mempunyai fungsi utama 

sebagaimana tempat melakukan kegiatan sosial dan 

budaya, serta bangunan cagar budaya.  

(5) Fungsi khusus sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) 

huruf e mempunyai fungsi dan kriteria khusus yang 

ditetapkan oleh Menteri. 

 

 

Pasal 6………. 

 



Pasal 6 

Bangunan Gedung dengan fungsi utama sebagai tempat 

melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

5 ayat (3) merupakan Bangunan Gedung yang dibangun dengan 

tujuan untuk menjalankan kegiatan berusaha. 

 

Pasal 7 

(1) Bangunan Gedung dengan fungsi campuran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) didirikan tanpa 

menyebabkan dampak negatif terhadap Pengguna dan 

lingkungan di sekitarnya. 

(2) Bangunan Gedung dengan fungsi campuran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mengikuti seluruh Standar Teknis 

dari masing-masing fungsi yang digabung. 

 

Pasal 8 

(1) Bangunan Gedung dengan fungsi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) harus didirikan pada 

lokasi yang sesuai dengan ketentuan RDTR. 

(2) Dalam hal RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

belum disusun dan/atau belum tersedia maka fungsi 

Bangunan Gedung digunakan sesuai dengan peruntukan 

lokasi yang diatur dalam rencana tata ruang. 

                                                                     

Bagian Ketiga 

Penetapan Klasifikasi Bangunan Gedung 

 

Pasal 9 

(1) Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

diklasifikasikan berdasarkan: 

a. tingkat kompleksitas; 

b. tingkat permanensi; 

c. tingkat risiko bahaya kebakaran; 

d. lokasi; 

e. ketinggian Bangunan Gedung; 

f. kepemilikan Bangunan Gedung; dan 

g. klas bangunan. 

(2) Klasifikasi berdasarkan tingkat kompleksitas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Bangunan Gedung 

sederhana, Bangunan Gedung tidak sederhana, dan 

Bangunan Gedung khusus. 

(3) Klasifikasi berdasarkan tingkat permanensi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 

a. Bangunan Gedung permanen; dan 

b. Bangunan Gedung nonpermanen. 

(4) Klasifikasi berdasarkan tingkat risiko bahaya kebakaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi 

Bangunan Gedung tingkat risiko kebakaran tinggi, tingkat 

risiko kebakaran sedang, dan tingkat risiko kebakaran 

rendah. 

 

 

(5) Klasifikasi………. 



(5) Klasifikasi berdasarkan lokasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf d meliputi Bangunan Gedung di lokasi padat, 

Bangunan Gedung di lokasi sedang, dan Banguna Gedung 

di lokasi renggang. 

(6) Klasifikasi berdasarkan ketinggian Bangunan Gedung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi 

Bangunan Gedung super tinggi, Bangunan Gedung 

pencakar langit, Bangunan Gedung bertingkat tinggi, 

Bangunan Gedung bertingkat sedang, dan Bangunan 

Gedung bertingkat rendah. 

(7) Klasifikasi berdasarkan kepemilikan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf f meliputi BGN dan Bangunan Gedung 

selain milik negara. 

 

Bagian Keempat 

Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang 

Dilestarikan 

 

Paragraf 1 

Umum 

 

Pasal 10 

Standar BGCB terdiri atas:                                                             

a. penyelenggaraan BGCB yang dilestarikan; 

b. pemberian kompensasi; dan 

c. insentif dan disinsentif BGCB yang dilestarikan. 

 

Paragraf 2 

Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya 

 

Pasal 11 

Standar teknis BGCB yang dilestarikan meliputi: 

a. ketentuan tata bangunan; 

b. ketentuan Pelestarian; dan 

c. ketentuan keandalan BGCB. 

 

Pasal 12 

(1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 11 huruf a terdiri atas: 

a. peruntukan dan intensitas Bangunan Gedung; 

b. arsitektur Bangunan Gedung; dan 

c. pengendalian dampak lingkungan. 

(2)  Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) hanya diberlakukan dalam hal BGCB yang dilestarikan    

mengalami penambahan Bangunan Gedung baru. 

(3)  Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a dan b yang ditetapkan setelah adanya BGCB 

yang dilestarikan, harus mempertimbangkan BGCB yang 

sudah ada (existing). 

 

 

Pasal 13……… 

 

 



Pasal 13 

(1) Ketentuan Pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

11 huruf b meliputi: 

a. keberadaan BGCB; dan 

b. nilai penting BGCB. 

(2) Ketentuan keberadaan BGCB sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a harus dapat menjamin keberadaan BGCB 

sebagai sumber daya budaya yang bersifat unik, langka, 

terbatas, dan tidak membaru. 

(3)  Ketentuan nilai penting BGCB sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b harus dapat menjamin terwujudnya makna 

dan nilai penting yang meliputi langgam arsitektur, teknik 

membangun, sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, 

agama, dan/atau kebudayaan, serta memiliki nilai budaya 

bagi penguatan kepribadian bangsa. 

(4)  Ketentuan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dituangkan dalam ketentuan yang meliputi aspek: 

a. arsitektur; 

b. struktur; 

c. utilitas; 

d. aksesibilitas; dan                                                                                        

e. keberadaan dan nilai penting cagar budaya. 

(5)  Ketentuan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan tentang cagar budaya. 

 

Pasal 14 

(1) Standar teknis keandalan BGCB sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 11 huruf c terdiri atas: 

a. keselamatan; 

b. kesehatan; 

c. kenyamanan; dan 

d. kemudahan. 

(2) Standar teknis keselamatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a terdiri atas: 

a. komponen struktur harus dapat menjamin pemenuhan 

kemampuan Bangunan Gedung untuk mendukung 

beban muatan, mencegah dan menanggulangi bahaya 

kebakaran, bahaya petir, dan bencana alam; 

b. penggunaan material asli yang mudah terbakar harus 

mendapat perlakuan tertentu (fire–retardant treatment); 

dan 

c. penggunaan material baru harus tidak mudah terbakar 

(non-combustible material). 

(3) Standar teknis kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b terdiri atas: 

a. sistem penghawaan, pencahayaan, dan sanitasi harus 

dapat menjamin pemenuhan terhadap persyaralan 

kesehatan; dan 

b. penggunaan material harus dapat menjamin pemenuhan 

terhadap persyaratan kesehatan. 

 

 

(4) Standar………. 



(4) Standar teknis kenyamanan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c terdiri atas: 

a. pemenuhan persyaratan ruang gerak dan hubungan 

antarruang; 

b. kondisi udara dalam ruang; 

c. pandangan; 

d. tingkat getaran; dan 

e. tingkat kebisingan. 

(5) Standar teknis kemudahan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf d meliputi pemenuhan persyaratan hubungan 

ke, dari, dan di dalam Bangunan Gedung serta kelengkapan 

prasarana dan sarana. 

(6) Standar teknis keandalan BGCB sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dituangkan dalam ketentuan yang meliputi 

aspek: 

a. arsitektur; 

b. struktur; 

c. utilitas; dan 

d. aksesibilitas.                                                                

(7) Dalam hal BGCB yang dilestarikan tidak dapat memenuhi 

ketentuan persyaratan keandalan bangunan sebagairnana 

dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), 

Pemanfaatan BGCB masih tetap dapat dilanjutkan dengan 

mempertimbangkan: 

a. pembatasan pembebanan; 

b. pembatasan pemanfaatan; 

c. pemberian penanda (signage); 

d. Pemanfaatan yang sudah ada (existing); 

e. monitoring dan evaluasi secara berkala; 

f. telah diupayakan semaksimal mungkin untuk mengikuti 

Standar Teknis; 

g. telah dilakukan pengkajian teknis terhadap Bangunan 

Gedung yang diusulkan; dan 

h. telah memperoleh rekomendasi TPA. 

 

BAB IV 
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG 

 
Bagian Kelima 

Perizinan 

 
Pasal 15 

(1) Setiap Pemilik Gedung harus memiliki PBG sebelum 

pelaksanaan kontruksi Bangunan Gedung. 

(2) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk 

membangun Bangunan Gedung dan/atau Prasarana 

Bangunan Gedung Baru, mengubah, memperluas, 

mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung atau 

Prasarana Bangunan Gedung. 

(3) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses: 

a. konsultasi perencanaan; dan 

b. penerbitan. 

 

(4) Pemilik…….. 



(4) Pemilik Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 

tidak memenuhi ketentuan PBG dikenakan sanksi 

administratif. 

                                                                                             

Pasal 16 
(1) Konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 15 ayat (3) huruf a meliputi: 

a. pendaftaraan;  

b. pemeriksaan pemenuhan Standar Teknis; dan 

c. pernyataan pemenuhan Standar Teknis. 

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

dilakukan oleh Pemohon atau Pemilik melalui SIMBG 

dengan menyampaikan informasi: 

a. data Pemohon atau Pemilik;  

b. data Bangunan Gedung; dan 

c. dokumen rencana teknis.                                                 

(3) Penyelenggaraan PBG dilaksanakan oleh Dinas Teknis 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pada ayat (10) terdiri 

dari Kepala Dinas, Pengawas, Operator, Penilik, dan Tim 

Penilai Teknis di Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Kota Binjai. 

(4) TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pada ayat (18) 

terdiri atas Profesi Ahli dari unsur: 

a. perguruan tinggi atau pakar; dan 

b. Profesi Ahli. 

(5) Standar Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b dan huruf c mengikuti Standar Teknis yang ditetapkan 

oleh Pemerintah melalui peraturan perundang-undangan. 

(6) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a diatur lebih lanjut melalui Peraturan Wali Kota. 

(7) Pemeriksaan pemenuhan Standar Teknis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui 

pemeriksaan dokumen rencana teknis. 

(8) Pemeriksaan dokumen rencana teknis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Dinas Teknis dengan 

mendapatkan pertimbangan dari TPA atau TPT. 

(9) Proses Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(10) Pernyataan pemenuhan Standar Teknis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan oleh Dinas 

Teknis dalam bentuk surat. 

(11) Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (8) digunakan untuk memperoleh PBG 

dengan dilengkapi perhitungan teknis untuk retribusi. 

(12) Dalam hal pemeriksaan dokumen rencana teknis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak 

memenuhi Standar Teknis maka Surat Pernyataan 

Pemenuhan Standar Teknis tidak dapat diterbitkan dan 

Pemohon harus mendaftar ulang kembali. 

(13) Tata cara perhitungan teknis untuk retribusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (9) sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 17……… 



Pasal 17 

(1) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 

ayat (3) huruf b meliputi : 

a. penetapan nilai retribusi daerah; 

b. pembayaran retribusi daerah;  

c. penerbitan PBG; dan 

d. pembuatan plang PBG.                          

(2) Penetapan nilai retribusi daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dinas Teknis 

berdasarkan perhitungan teknis untuk retribusi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (11).                                                              

(3) Pembayaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pemohon setelah ditetapkan 

nilai retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(4) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

c dilakukan setelah DPMPTSP mendapatkan bukti 

pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

(5) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dilakukan oleh DPMPTSP. 

(6) Besaran nilai retribusi dan tata cara penetapan nilai 

retribusi diatur melalui Peraturan Daerah tentang Retribusi 

PBG. 

(7) Pembuatan plang PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d dilakukan oleh DPMPTSP. 

 

Bagian Keenam 

Kewajiban Pemegang PBG dalam Pelaksanaan Konstruksi 

 
Pasal 18 

(1) Pelaksanaan konstruksi dimulai setelah Pemohon 

memperoleh PBG. 

(2) Pemohon harus menyampaikan informasi jadwal dan 

tanggal mulai pelaksanan konstruksi kepada Dinas Teknis 

melalui SIMBG sebelum pelaksanan konstruksi dimulai. 

(3) Dalam hal pemohon tidak menyampaikan informasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Teknis 

meminta Klarifikasi kepada pemohon melalui SIMBG. 

(4) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 

dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan 

PBG. 

(5) Dalam hal Pemohon tidak menyampaikan informasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah klarifikasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan, PBG 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

(6) Dalam hal PBG dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pemohon harus 

mengulang pendaftaran. 
 

Pasal 19 
(1) Dinas Teknis melakukan inspeksi terhadap pelaksanaan 

konstruksi Bangunan Gedung setelah mendapat informasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2). 
 

(2) Inspeksi…….. 



(2) Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai 

bentuk pengawasan dari Pemerintah Daerah. 
(3) Dinas Teknis menyampaikan informasi kepada pemohon 

terkait jadwal inspeksi melalui SIMBG. 

(4) Dalam melaksanakan inspeksi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) Dinas Teknis menugaskan Penilik.                                                                                  

(5) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antar pelaksanaan 

kontruksi dengan PBG terkait pemenuhan ketentuan tata 

bangunan, Pemilik harus melakukan penyesuaian 

konstruksi terhadap ketentuan tata bangunan.                                                              

(6) Dalam hal Pemilik tidak melakukan penyesuaian konstruksi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemilik harus 

menghentikan pelaksanaan konstruksi dan mengurus 

ulang PBG. 

(7) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antar pelaksanaan 

konstruksi dengan PBG terkait pemenuhan ketentuan 

keandalan Bangunan Gedung, Pemilik harus mengurus 

ulang PBG. 

(8) Dalam hal pengurusan ulang PBG tidak dilakukan oleh 

Pemilik, Dinas Teknis dapat menghentikan pelaksanaan 

konstruksi hingga pengurusan ulang PBG selesai. 

 

BAB V 

KUMPULAN BANGUNAN GEDUNG YANG DIBANGUN  

DALAM SATU KAWASAN 

 

Pasal 20 
(1) Pembangunan kumpulan Bangunan Gedung yang dibangun 

dalam satu kawasan harus menggunakan penyedia jasa. 

(2) Kumpulan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dimiliki oleh perorangan atau badan hukum yang 
sama saat PBG diajukan. 

(3) Kumpulan Bangunan Gedung yang dibangun dalam satu 
kawasan dan memiliki rencana teknis yang sama 

diterbitkan PBG kolektif. 
(4) Dalam pendaftaran konsultasi PBG kolektif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), dokumen rencana teknis dilengkapi 

dengan dokumen masterplan kawasan beserta gambar 
detailnya. 

(5) Dalam proses konsultasi, pemeriksaan dokumen rencana 
teknis dan dokumen masterplan kawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh TPA. 

(6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
dilakukan melalui tahap: 
a. pemeriksaan dokumen masterplan kawasan; 

b. pemeriksaan dokumen rencana arsitektur; dan 
c. pemeriksaan dokumen rencana struktur, mekanikal, 

elektrikal, dan perpipaan (plumbing). 
(7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b 

dan huruf c dilakukan jika dokumen masterplan kawasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a disetujui oleh 
Pemerintah Daerah kabupaten/kota. 

 
 

(8) Pemeriksaan………. 



(8) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

dilakukan paling banyak 5 (lima) kali dalam kurun waktu 
paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja. 

(9) Dokumen PBG kolektif dilengkapi dengan keterangan lokasi 

peletakan Bangunan Gedung di dalam masterplan. 
 

                                                                               

BAB VI 
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI 

 
Bagian Ketujuh 

Umum 

 
Pasal 21 

(1) Pemerintah Pusat mempercepat proses SLF Bangunan 

Gedung yang sudah ada (existing). 

(2) Untuk percepatan proses sertifikasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Pemerintah Pusat bekerja sama dengan 

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dan Masyarakat 

terkait Bangunan Gedung melakukan upaya: 

a. pendataan Bangunan Gedung yang sudah ada (existing) 

yang belum memiliki SLF; 

b. peningkatan kesadaran Pemilik untuk melakukan proses 

SLF; 

c. pelopori pengurusan penerbitan SLF Bangunan Gedung 

yang menjadi tanggung jawabnya; 

d. pemberdayaan Masyarakat yang belum mampu 

memenuhi Standar Teknis perolehan SLF secara 

bertahap; 

e. peningkatan kapasitas atau kemampuan pengkajian 

teknis pada Bangunan Gedung yang sudah ada; 

f. peningkatan kelembagaan penyelenggaraan TPT dalam 

rangka proses SLF;  

g. fasilitasi pengkajian teknis untuk penerbitan SLF 

Bangunan Gedung tertentu sebagai bentuk pelayanan 

kepada publik sesuai kemampuannya; 

h. peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan 

pemberian rekomendasi oleh instansi teknis terkait di 

daerah;  

i. peningkatan pelayanan instansi teknis terkait dalam 

memberikan rekomendasi yang dibutuhkan untuk 

penerbitan SLF secara mudah dan tanpa dipungut biaya; 

dan  

j. pelibatan peran Masyarakat dalam memperoleh SLF. 

(3) Penerbitan SLF untuk Bangunan Gedung yang sudah ada 

(existing) terdiri atas: 

a. pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung yang 

sudah ada (existing); 

b. permohonan surat pernyataan pemenuhan Standar 

Teknis; dan 

c. penerbitan SLF dan SBKBG. 

 

 

(4) Pemeriksaan…….. 



(4) Pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung yang sudah 

ada (existing) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a 

dilakukan untuk mengetahui kelaikan fungsi Bangunan 

Gedung pada masa pemanfaatan yang menjadi tanggung 

jawab Pemilik.                                                            

(5) Pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung yang sudah 

ada (existing) sebasaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a 

dilakukan oleh:  

a. Pemilik dengan kompleksitas sederhana yang 

bersertifikat pengkajian teknis; 

b. Pemilik dalam hal memiliki unit atau tenaga internal 

yang bersertifikat pengkajian teknis; atau 

c. penyedia jasa Pengkaji Teknis yang bersertifikat 

pengkajian teknis. 

(6) Pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh 

TPT dalam hal Bangunan Gedung berupa rumah tinggal. 

(7) Pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung yang sudah 

ada (ensting) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a 

dilakukan melalui tahap: 

a. proses pemeriksaan kelengkapan dokumen dan kondisi 

Bangunan Gedung; 

b. proses analisis, evaluasi, dan rekomendasi kelaikan 

fungsi Bangunan Gedung; dan 

c. proses penyusunan surat pernyataan kelaikan fungsi 

Bangunan Gedung. 

(8) Proses pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana 

dimaksud pada ayat (7) huruf a dilakukan untuk 

mengetahui: 

a. kelengkapan dokumen; dan 

b. kesesuaian dokumen dengan Bangunan Gedung 

terbangun. 

(9) Pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud 

pada ayat (7) huruf a dilakukan terhadap ketersediaan 

dokumen yang dibutuhkan untuk pemeriksaan kelaikan 

fungsi Bangunan Gedung. 

(10) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (9) meliputi: 

a. dokumen data umum Bangunan Gedung; 

b. dokumen PBG dan f atau rencana teknis; dan 

c. dokumen pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung 

atau gambar terbangun (as-built drawing); 

(11) Pemeriksaan kesesuaian dokumen dengan Bangunan 

Gedung terbangun sebagaimana dimaksud pada ayat huruf 

b dilakukan terhadap: 

a. identitas Pemilik; 

b. kondisi Bangunan Gedung; 

c. kesesuaian dengan KRK; 

d. dokumen PBG atau rencana teknis atau gambar 

terbangun (as-built drawing) diperiksa kesesuaiannya 

dengan Bangunan Gedung terbangun; dan 

 

e. Informasi……… 

 



e. informasi pelaksanaan Pemeliharaan dan Perawatan 

Bangunan Gedung. 

(12) Dalam hal dokumen PBG tidak ada, dapat diganti dengan 
dokumen rencana teknis atau gambar Bangunan Gedung 
terbangun (as-built drawing).                                                                  

(13) Gambar Bangunan Gedung terbangun (as-built drawing) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (10) paling sedikit 

memuat aspek keselamatan yang meliputi: 
a. dimensi balok dan kolom Bangunan Gedung beserta 

perletakannya; 

b. jalur evakuasi (mean of egress); 
c. sistem proteksi kebakaran; 

d. sistem proteksi petir; dan 
e. sistem instalasi listrik. 

(14) Proses pemeriksaan kondisi Bangunan Gedung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi: 
a. penyusunan daftar simak pemeriksaan kondisi 

Bangunan Gedung; dan 
b. pemeriksaan kondisi Bangunan Gedung terhadap daftar 

simak. 

(15) Proses analisis, evaluasi, dan rekomendasi kelaikan fungsi 
Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
huruf b dilakukan baik untuk: 

a. Bangunan Gedung yang sudah ada (existing) dan telah 
memiliki PBG untuk penerbitan SLF; atau 

b. Bangunan Gedung yang sudah ada (existing) dan belum 
memiliki PBG untuk penerbitan SLF. 

(16) Proses analisis, evaluasi, dan rekomendasi kelaikan fungsi 
Bangunan Gedung yang sudah ada (existing) untuk 
penerbitan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf 

b meliputi tahapan: 
a. melakukan analisis terhadap kondisi Bangunan Gedung 

terbangun dengan Standar Teknis pada saat dibangun; 
atau 

b. dalam hal Bangunan Gedung terbangun ingin 

disesuaikan dengan Standar Teknis terbaru, perlu 
dilakukan evaluasi; dan 

c. menyusun laporan dan rekomendasi kondisi Bangunan 
Gedung. 

(17) Surat pernyataan kelaikan fungsi Bangunan Gedung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c memuat 
keterangan bahwa Bangunan Gedung tersebut laik fungsi 
yang ditandatangani oleh penanggung jawab pengkajian 

teknis.                                         
Pasal 22 

(1) Dalam hal hasil analisis dan evaluasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (16) huruf a dan huruf b 

menyatakan bahwa gambar terbangun (as-built drawings) 

tidak sesuai dengan PBG tetapi kondisi Bangunan Gedung 

dinyatakan telah memenuhi Standar Teknis, penyedia jasa 

pengkajian teknis menyusun laporan pemeriksaan kelaikan 

fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 21 ayat (16) huruf c dan memberikan surat 

pernyataan kelaikan fungsi disertai rekomendasi pengajuan 

perubahan PBG. 

 

(2) Dalam………. 



(2) Dalam hal hasil analisis dan evaluasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (16) huruf a dan huruf b 
menyatakan bahwa gambar Bangunan Gedung terbangun 
(as-built drawings) sudah sesuai dengan PBG tetapi kondisi 

Bangunan Gedung mengalami kerusakan ringan, penyedia 
jasa pengkajian teknis menyusun laporan pemeriksaan 

kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud 
pada dalam Pasal 21 ayat (16) huruf c dan memberikan 
surat pernyataan kelaikan fungsi disertai rekomendasi 

perbaikan Bangunan Gedung. 
(3) Dalam hal hasil analisis dan evaluasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (16) huruf a dan huruf b 

menyatakan bahwa gambar Bangunan Gedung terbangun 
(as-built drawings) sudah sesuai dengan PBG tetapi kondisi 

Bangunan Gedung mengalami kerusakan sedang atau 
berat, penyedia jasa pengkajian teknis sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 21 ayat (16) huruf c memberikan 

rekomendasi perbaikan dan/atau pengubahsuaian 
(retrofitting) Bangunan Gedung. 

(4) Dalam hal hasil analisis dan evaluasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (16) ayat huruf a dan huruf 
b menyatakan bahwa gambar Bangunan Gedung terbangun 

(as-built drawings) sudah sesuai dengan PBG tetapi kondisi 
Bangunan Gedung mengalami kerusakan sedang atau 

berat, dan/atau tidak memenuhi Standar Teknis, penyedia 
jasa pengkajian teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 

21 ayat (16) huruf c memberikan rekomendasi perbaikan 
dan/atau pengubahsuaian (retrofitting) Bangunan Gedung 
dan pengajuan permohonan perubahan PBG. 

(5) Dalam hal hasil analisis dan evaluasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (16) huruf a dan huruf b 
untuk Bangunan Gedung yang belum memiliki PBG, 

penyedia jasa pengkajian teknis selain men5rusun laporan 
kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga 
merekomendasikan kepada pemilik untuk mengurus PBG 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

ini.                                                                  
(6) Penyedia jasa pengkajian teknis melakukan verifikasi 

terhadap perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

atau pengubahsuaian (retrofitting) Bangunan Gedung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah 

dilaksanakan oleh Pemilik atau Pengguna. 
(7) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(6) menyatakan perbaikan dan/atau pengubahsuaian 

(retrofitting) telah dilaksanakan sesuai rekomendasi, 
penyedia jasa pengkajian teknis memberikan surat 

pernyataan kelaikan fungsi Bangunan Gedung kepada 
Pemilik atau Pengguna. 

 

 
Pasal 23 

Dalam hal pengkajian teknis dilakukan oleh TPT, pelaksanaan 
pengkajian teknis mutatis mutandis dengan Pasal 22.  

 

 
BAB VII……… 

 



BAB VII 

SANKSI  
 

Pasal 24 

(1) Setiap pemilik, pengelola, pengguna, pengguna, penilik, 
penyedia jasa konstruksi, pengkaji teknis, profesi ahli, TPA, 

dan/atau TPT yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 13, 
Pasal 14, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 dalam 

Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif. 
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat berupa: 
a. peringatan tertulis; 
b. pembatasan kegiatan: 

1. pembangunan; 
2. pemanfaatan; dan 
3. pembongkaran. 

c. penghentian sementara atau tetap pada kegiatan: 
1. tahapan pembangunan; 

2. pemanfaatan; dan 
3. pembongkaran. 

d. pembekuan: 

1. PBG; 
2. SLF; dan 

3. persetujuan pembongkaran. 
e. pencabutan: 

1. PBG; 

2. SLF; dan 
3. persetujuan pembongkaran. 

f. penghentian pemberian tugas sebagai TPA selama 3 

(Tiga) bulan; 
g. dikeluarkan dari basis data TPA;                                                           

h. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan 
pelaksanaan pembangunan; 

i. diusulkan untuk mendapat sanksi dari asosiasi profesi 

atau perguruan tinggi tempat bernaung; 
j. penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan 

Bangunan Gedung; 
k. penghentian pemberian tugas sebagai Penilik; dan/atau 
l. penghentian tugas sebagai Penilik.  

(3) Tata cara pembongakran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota. 

(4) Pemohon atau Pemilik yang melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 pada peraturan ini 
dapat dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 6 

(enam) bulan atau pidana denda paling banyak 
Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 

 

BAB VIII 
KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 25 

(1) Bangunan Gedung yang telah memperoleh izin mendirikan 
bangunan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, 
izinnya masih tetap berlaku dengan sampai beralihnya izin. 

(2) Bangunan Gedung yang telah berdiri dan belum memiliki 

PBG, untuk memperoleh PBG harus mengurus SLF 

berdasarkan Peraturan Daerah ini. 

 

BAB IX…….. 



BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 26 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan 
Daerah Kota Binjai Nomor 9 Tahun 2011 tentang Izin 
Mendirikan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.                                                                

 
 

Pasal 27 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kota Binjai. 

 
Ditetapkan di Binjai 
pada tanggal 3 Agustus 2023                         
 

 WALI KOTA BINJAI, 
 
 

         ttd 
 

 
AMIR HAMZAH 

 

 
Diundangkan di Binjai 

pada tanggal 3 Agustus 2023                          
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI, 
 

                 ttd 
 

IRWANSYAH NASUTION 

LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2023 NOMOR 5 
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI, PROVINSI SUMATERA 

UTARA: (5-61/2023) 


